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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis menggunakan
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari
1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman
Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

I = Tidak dilambangkan L dib
<« = b L' 4= Ndh
<= t al ¢ = ‘(koma mengahadap ke atas)
&= ts ¢ = gh
c = <@ = f
c = h & = g
z = khd 4 = Kk
3 = dz d =l
D) = r e = m
J = z O = n
o = S B = W
o = gy s = h
oe = sh s =y
o= =

Hamzah ( <) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata
maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "¢" .



C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = & misalnya J& menjadi gala
Vokal (i) panjang = T misalnya J2 menjadi gila

Vokal (u) panjang = 0 misalnya ¢ menjadi dina

[154)
1 9

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = s misalnya Js® menjadi gawlun
Diftong (ay) = ¢ misalnya _» menjadi khayrun

D. Ta’ marbiithah (?)

Ta’ marbdthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya 4wl 4. Il menjadi al
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 4es 4

4l menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...



2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kdna wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:
“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan
Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “*Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan

bukan ditulis dengan ““shalat.”
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ABSTRAK

Anisa Rosa’adah, 15220111, 2019. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto Terhadap Home Industry Makanan Olahan Perspektif
Peraturan-Peraturan Kepala Bpom Dan Maslahah. Skripsi. Jurusan
Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc., M.HI.

Kata Kunci: Pengawasan, pemeriksaan, Industri rumah tangga, BPOM

Pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga diisyaratkan oleh badan
pengawas obat dan makanan dilakukan sebelum pemberian SPP-IRT dan
pemeriksaan rutin satu bulan sekali. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana
pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam ketentuan
Peraturan Kepala BPOM terhadap industri rumah tangga yang berada di Kabupaten
Mojokerto dan dilihat dari segi maslahah. Rumusan masalah penelitian ini adalah:
1) Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto terhadap
industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT?, 2)Bagaimana pengawasan
Dinas Kesehatan perspektif peraturan-peraturan kepala BPOM dan Maslahah?.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tak berencaana dan
tak terstruktur. Adapun metode pengolahan data dengan tahapan berikut:
pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto kurang sesuai dengan peraturan Kepala
BPOM. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya dalam bentuk
pemeriksaan pada sarana distribusi. Sedangkan dalam peraturan BPOM sarana
produksi wajib diperiksa baik sebelum maupun sesudah diberikan SPP-IRT.
Menurut perspekti maslahah, pengawasan ini termasuk maslahah dharuriyat dan
maslahah al-ammah. Pengawasan terhadap industri rumah tangga merupakan
sarana untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pangan yang berbahaya dan juga
merupakan kepentingan Bersama.
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ABSTRACT

Anisa Rosa’adah, 15220111, 2019. Supervision Of Mojokerto District Health
Office Towards Home Industry Processed Food Perspectives Rules Of
The Head Of Bpom And Maslahah. Thesis. Department if Sharia Business
Law. Faculty of Sharia. Islamic State University Maulana Malik Ibrahim
Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriguddin. Lc., M.HI.

Keywords: Supervision, Inspection, Home Industry, BPOM

Inspection of home industrial production facilities is conducted by the drug
and food supervisory bodies carried out prior to the administration of SPP-IRT and
one-month regular inspection. This research focuses on how the supervision of
Mojokerto District Health Office in the provisions of the Head regulation of BPOM
on household industry in Mojokerto Regency and viewed in terms of Maslahah.
The formulation of the problem of this research is: 1) How is the supervision of the
district health office in Mojokerto to households who already have SPP-IRT?, 2)
How the supervision of the Health Office of the Rules of the head of BPOM and
Maslahah?. This type of research is empirical research with a juridical-sociological
approach. The data collection methods used are immutable and unstructured
interviews. The data processing methods with the following stages: editing,
classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results showed that supervision conducted by the Health Office of
Mojokerto District is less in accordance with the regulation of head of BPOM. This
is because supervision is done only in the form of examination on the means of
distribution. While the BPOM regulations of production means must be inspected
both before and after the SPP-IRT is given. According to the Maslahah perspective,
this supervision includes the Maslahah Dharuriyat and Maslahah al-Ammah.
Supervision of the household industry is a means to maintain the health of the public

from dangerous food and also a common interest.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pokok manusia dapat dikategorikan kedalam tiga hal yaitu:
sandang, pangan dan papan. Sandang merupakan istilah lain untuk pakaian,
yakni kebutuhan manusia akan bahan-bahan yang digunakan untuk pakaian.
Adapun papan merupakan istilah yang digunakan untuk tempat tinggal.
Sedangkan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan bagi kelangsungan hidup
dan pertumbuhan manusia, oleh karena itu setiap makanan harus aman, dan
layak untuk dikonsumsi. Kriteria kelayakan makanan tersebut dapat
diwujudkan dengan bahan makanan dan proses pengolahan sampai dengan
pengolahan yang benar. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, dapat merugikan
kesehatan. Oleh karena itu, perlu perhatian tersendiri untuk menangani masalah

kebutuhan pangan.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang mempunyai
sektor industri mulai dari industri besar, industri sedang hingga industri kecil
dan industri rumah tangga yang tersebar di beberapa kecamatan. Sektor industri
besar terpusat di tiga kecamatan yakni, kecamatan Ngoro dengan luas wilayah
industri kurang lebih 500 hektar, kecamatan Jetis, Kemlagi dan Dawarblandong
seluas 10.000 hektar dan kecamatan Mojoanyar seluas 500 hektar. Selain itu,
terdapat beberapa industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah

kecamatan.



Industri-Industri rumah tangga di kabupaten Mojokerto bergerak dalam
berbagai bidang produksi. Produk-produk yang dihasilkan berupa sepatu,
sandal, furniture, dan sebagian besar produsen di industri rumah tangga
memproduksi makanan olahan. Produk makanan olahan yang dihasilkan pun
bermacam-macam baik produk mentah atau siap makan, adapun jenis
makanannya berupa kripik buah, kripik sayur, krupuk kulit, kacang mente, baso
ikan, tepung bumbu, bumbu masakan hingga sayuran dalam kemasan. Produk-
produk tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Mojokerto tetapi juga ke kota
atau kabupaten lain.

Fakta yang sering peneliti temui dilapangan, terdapat beberapa produk
pangan yang telah melewati masa berlaku nomor P-IRT namun masih beredar
dipasaran. Tidak jarang pula produk-produk industri rumah tangga yang belum
memiliki ijin edar. Hal ini perlu diwaspadai kualitas makanan tersebut, apakah
nantinya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan atau tidak. Produk-
produk yang bermasalah dengan nomor P-IRT baik yang telah habis masa
berlakunya maupun yang tidak memiliki nomor tersebut dikhawatirkan
mengandung bahan berbahaya atau dalam proses produksi tidak menerapkan
standart higienis makanan.

Permasalahan kelayakan makanan belakangan ini menjadi hal yang
penting untuk diperhatikan, baik dari segi kandungan atau bahan yang
digunakan sampai dengan proses pengolahannya. Hak-hak konsumen untuk

mendapatkan perlindungan hukum dari permasalahan konsumsi diatur didalam



Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 9

(sembilan) hak tersebut adalah®:

1.

9.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan / atau jasa;

Hak untuk memilih barang maupun jasa serta mendapatkannya sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi barang atau jasa
dengan benar, jelas, dan jujur;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang ataupun jasa yang
digunakannya;

Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen;

Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;

Hak untuk diperlakukan secara baik serta tidak diskriminatif;

Hak untuk mendapat kompensasi apabila barang atau jasa tidak sesuai
dengan perjanjian;

Dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, salah satu hak yang perlu dilindungi bagi konsumen yang akan

dikaji dalam penelitian ini adalah terkait dengan permasalahan kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan?.

Tingkat keamanan suatu produk pangan, dari segi konsumen dapat dilihat

dari adanya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4
2 Abdul Halim Barkatullah. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan
Pemikiran, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), 24



dibuktikan dengan pencantuman nomor P-IRT pada kemasan produk. Suatu
produk pangan yang telah mendapat ijin edar dan telah dipastikan aman oleh
BPOM dapat dilihat oleh konsumen adanya nomor P-IRT pada kemasan. Begitu
pula sebaliknya, produk-produk pangan yang tidak mencantumkan nomor
tersebut perlu diragukan kandungan dan keamanannya.

Permasalahan keamanan dan keselamatan produk pangan industri rumah
tangga dapat dilihat dari setifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang
dimiliki oleh suatu usaha. Dengan adanya sertifikasi tersebut, pemerintah
melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan
BPOM bekerja sama dengan dinas kesehatan memberikan kriteria bagi
makanan-makanan yang layak untuk diedarkan ke masyarakat.

Nomor P-IRT merupakan tanda untuk sebuah industri yang telah memiliki
ijin dari BPOM untuk produk yang dipasarkan diperoleh setelah memenuhi
persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03..1.23.04.12.2205 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dalam pasal 2 ayat 3 yang berbunyi:

“Persyaratan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan: a.
sertifikat penyuluhan keamanan pangan; dan b. hasil rekomendasi pemeriksaan
saranan produksi pangan industri rumah tangga.”. Berdasarkan ketentuan pasal
tersebut, sertifikat dapat diberikan apabila pelaku usaha telah mengikuti
penyuluhan keamanan pangan, dan telah melakukan pemeriksaan sarana

produksi pangan industri rumah tangga.



Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Ketentuan pemberlakuan
SPP-IRT adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi
persyaratan. Adapun SPP-IRT yang telah berakhir masa berlakunya tidak
diperbolehkan untuk mengedarkan produknya. Selain SPP-IRT dapat berakhir
dengan pencabutan ijin, dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga, SPP-IRT dapat dicabut apabila:

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran
terhadap peraturan yang berlaku

2. Pangan terbukti sebagai penyebab kejadian luar biasa (KLB) keracunan
pangan

3. Pangan mengandung bahan berbahaya

4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

Setiap ketentuan pencabutan tersebut dapat diketahui apabila ada pengawasan

lanjutan dari BPOM, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BPOM tentang

huruf G tentang Monitoring yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun

bagi usaha yang telah memiliki SPP-IRT. Ketentuan penyebab pencabutan SPP-

IRT yang disebabkan oleh kelalaian dari pemilik usaha hanya diketahui apabila

ada monitoring atau pengawasan berkala dari Dinas Kesehatan.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
kepala BPOM yang melarang peredaran produk-produk yang tidak lagi

memiliki perijinan. Disisi lain, BPOM melalui Dinas Kesehatan kabupaten atau



kota melakukan monitoring terhadap industri-industri rumah tangga yang telah
memiliki SPP-IRT setidaknya satukali dalam setahun. Berdasarkan ketentuan
monitoring tersebut, seharusnya dinas kesehatan yang melakukan pengawasan
terhadap home industri dapat memperingatkan pemilik usaha apabila SPP-IRT
mereka hampir melewati batas masa berlaku.

Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana
pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam
ketentuan yang tertulis dalam Lembaran Peraturan Kepala BPOM Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dan peraturan BPOM lainnya, terhadap
industri rumah tangga yang berada di Kabupaten Mojokerto dan dilihat dari segi
maslahah. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian
dengan judul “PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MOJOKERTO TERHADAP HOME INDUSTRY MAKANAN OLAHAN
PERSPEKTIF PERATURAN-PERATURAN KEPALA BADAN

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DAN MASLAHAH”

B. Batasan Permasalahan
Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, persoalan yang harus
dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian yaitu:
1. Proses pendaftaran sertifikasi produk pangan industri rumah tangga di
Kabupaten Mojokerto;
2. Pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan melalui Dinas Kesehatan;



3. Pengawasan Dinas Kesehatan terkait SPP-IRT yang telah diberikan kepada
pemilik usaha;

4. Pengawasan Dinas Kesehatan terkait masa berlaku SPP-IRT yang dimiliki
oleh pemilik industri rumah tangga;

5. Pengawasan dinas kesehatan terkait kualitas sarana produksi pangan
industri rumah tangga yang telah bersertifikat;

6. pengawasan SPP-IRT ditinjau dari maslah.

Agar penelitian ini dapat maksimal, maka penelitian akan dibatasi dengan

permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui
Dinas Kesehatan terkait SPP-IRT yang telah diberikan.

2. Kesesuaian penerapan pengawasan SPP-IRT yang dimiliki pemilik usaha
dengan Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012

dan maslahah.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat simpulkan
rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
terhadap industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto perspektif

peraturan-peraturan kepala BPOM dan Maslahah?



D. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto terhadap industri rumah tangga yang telah memiliki SPP-IRT.
2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

perspektif peraturan-peraturan kepala BPOM dan maslahah.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan dan pengetahuan hukum, khususnya bagi penulis. Terkait tentang
bagaimana proses pendaftaran dan monitoring usaha terkait dengan sertifikasi
produk pangan industri rumah tangga di Kabupaten Mojokerto. Sebagai
acuan untuk penelitian yang serupa dimasa yang akan datang serta dapat
dikembangkan lebih lanjut dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan
perkembangan zaman.
2.Manfaat Praktis
a) Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pemantauan produk
pangan baik yang sudah mendapatkan SPP-IRT maupun yang belum

mendaftar.



b) Bagi Pemilik Usaha
Sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan pangan dan untuk mengikuti
aturan yang berlaku dan sesuai dengan kriteria industri rumah tangga
pangan.

c) Bagi Masyarakat Umum.
Dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam pemilihan produk makanan olahan baik yang

telah mendapat SPP-IRT terlebih yang belum mendaftarkan produknya.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variable-variabel yang

diungkap dalam definisi konsep.

1. Pengawasan dinas kesehatan terhadap home industri makanan olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Dinas Kesehatan menjalankan
tugasnya dalam hal pemeriksaan produk obat, kosmetik dan pangan secara
labotarurium dan penilaian mutu produk. Pengawasan terhadap home
industri dilakukan sebagai persyaratan suatu industri rumah tangga
sebelum mendapatkan SPP-IRT dan sesudah mendapatkannya.
Pengawasan atau pemeriksaan ditujukan untuk menilai standart kelayakan
produk untuk diedarkan kepada masyarakat.

2. a. Peraturan-peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan-peraturan BPOM yang dijadikan bahan hukum penulis untuk
menganalisa permasalahan yaitu: pertama, Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor



HK.03..1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Peraturan pertama
memberikan ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
pemilik usaha sebelum mendapatkan sertifikat produksi pangan industri
rumah tangga. Peraturan kedua yang digunakan oleh penulis adalah
peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor
HK.03.1.23.04.12.2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi
pangan industri rumah tangga. Peraturan tersebut berisi tentang tata
cara penilaian suatu IRT (industri rumah tangga) berdasarkan kriteria
yang telah ditentukan dalam tabel ketidaksesuaian yang terlampir
didalamnya.

b. Maslahah

Penelitian ini menggunakan konsep maslahah yakni konsep hukum
sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan
kemadharatan. Penelitian ini mengkaji pengawasan yang dilakukan
oleh Dinas Kesehatan terhadap industri rumah tangga yang berada di
Kabupaten Mojokerto dari segi hukum islam yaitu dengan konsep

maslahah.

G. Sistematika Pembahasan
Bab I : Pendahuluan
Bab ini merupakan susunan dari latar belakang yang menjelaskan tentang
dasar alasan mengenai judul yang diteliti, rumusan masalah yang berisi tentang

permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian mengenai harapan
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dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian yang berisi tentang
kemanfaatan yang dicapai setelah melakukan penelitian, dan sistematika
penelitian yang dijadikan dasar penulisan bab-bab berikutnya agar penelitian
ini saling terkait.
Bab ii: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian
terdahulu berisi konsep yang berkaitan dengan sertifikat produk pangan
industri rumah tangga yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang
diterbitkan dalam bentuk karya tulis ilmiah, selain itu berisi tentang hal-hal
yang membedakan penelitian yang akan ditulis dengan yang sudah ada. Kajian
pustaka merupakan teori-teori yang dijadikan dasar dalam penelitian.
Bab iii : Metodologi Penelitian

Metodologi  penelitan merupakan instrument penelitian untuk
menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis. Bab ini akan menjelaskan
jenis penelitian yang menggunakan empiris, pendekatan penelitian, sumber
data penelitian baik sumber data primer; sekunder maupun tersier,
menggambarkan lokasi penelian yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto, serta teknik pengumpulan data dan metode analis penelitian.
Bab iv : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab Pembahasan merupakan inti dari penelitian yang ditulis, berisikan
analisis terhadap data-data yang didapatkan dilapangan yang dikaitkan dengan
konsep atau teori yang telah dipaparkan dalam Bab Tinjauan Pustaka. Penulis
terlebih dahulu menjelaskan gambaran umum industri rumah tangga yang

dijadikan objek penelitian, kemudian menganalis pendaftaran dan pemeriksaan

11



SPP-IRT yang telah diperoleh dengan ditinjau Peraturan Kepala BPOM.
Analisi yang dilakukan tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan
dalam rumusan masalah.
Bab v : Penutup

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan
penjelasan singkat jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan
anjuran yang ditujukan baik untuk lembaga maupun kepada peneliti peneliti

dimasa yang akan datang.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu
Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan
penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan pengawasan
terhadap home industry makanan olahan, yakni:

1. Penelitian oleh Risya Nabila (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
dengan judul “Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik
Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012”.
Penelitian ini merupakan penelitian penelitian hukum empiris yang
meneliti fenomena hukum, dengan menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode
pengolahan data: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan
kesimpulan. Hasil penelitian oleh Risya Nabila menunjukkan standart keamanan

pangan yang diterapkan oleh pengusaha kripik tempe sanan masih kurang sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan,
karena masih ada beberapa pengusaha yang belum memiliki SPP-IRT. Adapun
dari segi maqoshid syariah belum dianggap dapat memenuhi unsur menjaga jiwa
(Hifdlu an Nafs) karena masih ada yang belum mendaftarkan produknya®.
Persamaan dengan penelitian yang sedang ditulis adalah pembahasan penulis

tentang kemanan pangan yang dilihat dari kepemilikan IRT pangan terhadap SPP-

% Risya Nabila, “Kemanan Produk Industri Rumah Tangga di Sentra Kripik Tempe Sanan
Tinjauan Hukum Islam dan UU No.18,” Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2017), xviii
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IRT, sedangkan perbedaannya Penelitian Risya Nabila mengkaji permasalahan
dengan perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Magashid Syariah,
sedangkan penelitian yang sedang ditulis ini, mengkaji berdasarkan perspektif

Peraturan-peraturan BPOM dan Maslahah.

2. Ahmad Hanif (Universitas Negeri Semarang, 2017) dengan judul
penelitian “Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kabupaten Pemalang”. Metode
Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan
pendekatan yuridis-empiris. Teknik Keabsahan data yang digunakan
penulis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa masih banyak produk makanan di Kabupaten Pemalang yang tidak
bersertifikat dan tidak tau prosedur pendaftarannya. Selain itu, minimnya
penerapan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga menjadi
salah satu faktor tidak terpenuhinya syarat SPP-IRT. Pihak pemerintah telah
menerapkan sanksi berupa larangan beredar bagi produk yang tidak bersertifikat,
namun masih kurang dalam pengawasannya*. Persamaan dengan penelitian yang
ditulis adalah mengkaji tentang kepemilikan sertifikasi produk pangan industri
rumah tangga oleh IRT. Selain itu penelitian yang ditulis oleh Ahmad Hanif
mengkaji SPP-IRT dari segi kepemilikan dan keberlakuan, sedangkan penelitian

ini mengkaji SPP-IRT dari segi pengawasannya.

4 Ahmad Hanif, “Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di
Kabupaten Pemalang, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), ix
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3.

Ratna Sari Yulianti (Istitut Pertanian Bogor, 2017) melakukan penelitian
dengan judul “Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta” Metode penelitian yang digunakan
oleh Ratna Sari menggunakan survei dan wawancara dengan Kkuisioner.
Responden peneliti adalah Dinas Kesehatan Kota Jakarta dan industri
rumah tangga pangan di wilayah DKI Jakarta. Data yang dihasilkan diolah
menggunakan aplikasi SPSS menggunakan regresi linier berganda.
Penelitian ini menunjukkan hasil pemeriksaan sarana produksi mengalami
penurunan. Berdasarkan kuisioner hanya 5 industri rumah tangga yang berada di
level 1, 3 industri rumah tangga dengan level Il dan 22 industri berada pada level
IV. Dengan demikian industri rumah tangga yang tetap konsisten menerapkan
CPPB-IRT hanya sebesar 17%°. Perbedaan Penelitian yang ditulis Ratnasari
mengkaji sarana produksi IRTP dari segi penerapan cara produksi pangan yang
baik yang dilakukan oleh industri rumah tangga pangan yang dijadikan objek
penelitian, sedangkan penelitian yang sedang ditulis terfokus kepada pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap sarana produksi IRTP.

Tabel 2.1: Perbedaan dan persamaan penelitian

Tangga di Sentra

mewujudkan

NO | PENELITI JUDUL PERSAMAAN | PERBEDAAN
1 | Risya Nabila Kemanan Produk Peran Dinas -Perspektif UU
(UIN Maulana | Industri Rumah Kesehatan dalam | No.18 Tahun

5 Ratnasari Yulianti, “Kajian Imolementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di
Wilayah DKI Jakarta,” Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017), xii
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Malik Ibrahim | Kripik Tempe Sanan | keamanan produk | 2012 tentang
Malang /2017) | Tinjuauan Hukum industri rumah pangan
Islam dan UU No. tangga
-Membahas tentang
18 Tahun 2012
penyelenggaraan
keamanan produk
kripik tempe
sanan ditinjau
dari pasal 69 UU
No.18 tahun 2012
Ahmad Hanif | Implementasi Peran dinas ‘Metode Penelitian:

(Universitas
Negeri
Semarang

/2017)

Peraturan BPOM
Nomor
HK.03.1.23.04.12.2
205 Tahun 2012
Tentang Pedoman
Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Ruman
Tangga (P-IRT) di
Kabupaten

Pemalang

kesehatan dalam
pengawasan
penerapan CPBB-

IRT

teknik yang
digunakan adalah
teknik triangulasi.
‘Membahas tentang
pemberlakuan
sanksi yang
diberikan kepada
industri rumah
tangga yang tidak
memiliki
sertifikat ijin oleh

pemerintah
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Kabupaten

Pemalang

Ratna Sari
Yulianti
(Istitut
Pertanian

Bogor/2017)

Kajian Implementasi
Persyaratan Industri
Rumah Tangga
Pangan (IRTP) di
Wilayah DKI

Jakarta

Penerapan cara
produksi pangan
yang baik untuk
industri rumah
tangga oleh IRTP
yang telah
memiliki
sertifikat produksi
pangan industri
rumah tangga

(SPP-IRT)

‘Metode Penelitian:
Kuantitatif,
dengan kuisioner
- Perspektif
Peraturan
Pemerintah No 28
Tahun 2004
tentang
keamanan, mutu,
dan gizi pangan.
‘Membahas tentang
faktor yang
mempengaruhi
penerapan CPPB-
IRT serta Dinas
Kesehatan dalam
penerbitan SPP-

IRT
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B. Kerangka Teori
1. Industri Rumah Tangga

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Usaha kecil bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan atau menjadi bagian usaha
menengah atau usaha besar. Berdasarkan kriterianya, usaha kecil dapat
dikelompokkan kedalam dua pemahaman®:

1) Ukuran, jenis, atau tahap pengembangan usaha

Usaha kecil dalam kriteria ini dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah

tenaga kerja dan modal usaha, yaitu: a) self employment perorangan, b)

self employment kelompok, dan c) industri rumah tangga.
2) Tingkat penggunaan teknologi

Berdasarkan tingkatan ini, usaha kecil dibedakan menjadi dua, a) usaha

kecil yang menggunakan teknologi tradisional dan akan meningkat

menjadi modern, b) usaha yang menggunakan teknologi modern dengan
kecenderungan menguat.

Home berarti rumah atau tempat tinggal. Sedangkan Industry, adalah
usaha produk barang. Home Industry atau biasa disebut dengan Industri
Rumah Tangga (IRT) adalah rumah usaha produk barang atau perusahaan
kecil”. Industri rumah tangga merupakan usaha kecil yang mempunyai tenaga

kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri-ciri utamanya memiliki modal yang

® Musa Hubeis, Prospek usaha kecil dalam wadah incubator bisnis, (Ghalia Indonesia, 2009), 18
" Saifuddin Zuhri, “Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Indstri Sangkar Ayam Dalam
Rangka Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 3,
(Desember 2013).
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terbatas yang mana biasanya usaha dikelola oleh keluaga®. Industri rumah
tangga atau usaha rumah tangga termasuk kedalam usaha kecil, karena
kegiatannya dipusatkan dirumah dan mempunyai kekayaan bersih paling
banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha. Sedangkan penjualan pertahun paling banyak
sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).’

Industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah usaha yang bergerak
dibidang pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal pemilik dan
menggunakan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi manual®®.
Usaha yang menghasilkan produk pangan harus mengikuti dan mentaati
peraturan khusus karena berhubungan langsung dengan keamanan, dan
kesehatan konsumennya. Dengan kata lain, industri ini memiliki beberapa
aturan mulai dari cara produksi pangan yang baik atau yang disingkat dengan
CBB-IRT yang mana cara ini bertujuan untuk menghasilkan pangan yang
bermutu, aman dan layak dikonsumsi. Aturan lain IRTP adalah terkait bahan
tambahan makanan, yang secara garis besar tidak boleh mengandung bahan-
bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumannya. Ketentuan
berikutnya mengenai pengemasan, sampai dengan sertifikasi produksi
pangan dari BPOM. Salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh industri
rumah tangga pangan adalah nomor pangan IRT (P-IRT) yang didapatkan

dari sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT.

8 «“Klasifikasi Industri”, http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/klasifikasi -industri.html, diakses

tanggal 28 Mei 2019

® Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

10 Peraturan Kepala BPOM Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga
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2. Sertifikasi produk pangan menurut BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) termasuk kedalam
salah satu Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPDN), lembaga ini
bertugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu sesuai bagiannya.
Berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001
lembaga pemerintahan non departemen dibawahi dan bertanggung jawab
kepada presiden. BPOM yang bertugas di bidang pengawasan obat dan
makanan, dalam fungsinya mempunyai kewenangan dalam bidangnya
sebagai berikut:

1) Menyusun rencana nasional secara makro;

2) Perumusan kebijakan untuk mendukung pembangunan makro;

3) Penetapan sistem informasi;

4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu untuk
makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan
makanan;

5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan
industri farmasi;

6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan
pengawasan tanaman obat.

Berdasarkan kewenangan BPOM untuk menetapkan pedoman
pengawaasan peredaran obat maupun makanan, ditetapkan peraturan
kepala BPOM tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan
yang berlaku bagi industri rumah tangga atau yang disebut dengan SPP-

IRT. Adapun ketentuan didalamnya dijabarkan sebagai berikut:
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A. Persyaratan SPP-IRT
Sertifikasi produk pangan industri rumah tangga dapat diberikan kepada
pemilik usaha apabila telah memenuhi dua hal berikut:
1. Telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan dibuktikan
sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

Penyuluhan keamanan pangan adalah pemberian materi yang
mendukung pemahaman keamanan pangan yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Bupati atau Walikota
melalui Dinas Kesehatan. Narasumber atau penyuluh harus memiliki
sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari
Badan POM, sedangkan peserta penyuluhan merupakan pemilik atau
penanggung jawab industri rumah tangga. Pemberian materi
disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi peragaan,
pemutaran video maupun dengan cara lain yang mendukung
pemahaman peserta, adapun materi yang disampaikan dikelompokkan
menjadi dua bagian'?, yaitu:

1) Materi utama
Materi ini berisi tentang ketentuan dalam menjalankan industri
rumah tangga, diantaranya adalah:
a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
b) Keamanan dan mutu pangan

c) Teknologi proses pengolahan pangan

11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Lampiran huruf D
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B.

d) Prosedur standar operasi sanitasi (Standart sanitation operating
procedure) yang disingkat dengan SSOP
e) Cara produksi pangan yang baik untuk industry rumah tangga
(CPPB-IRT)

f) Penggunaan bahan tambahan pangan (BTH)

g) Persyaratan label dan iklan pangan
2) Materi pendukung

a) Pencantuman label halal

b) Etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP
2. Telah melalui pemeriksaan sarana produksi pangan

Persyaratan SPP-IRT kedua adalah pemeriksaan sarana produksi

yang hanya dapat dilakukan setelah pengusaha mengikuti penyuluhan
dan mendapat sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Tata cara
pemeriksaan diatur didalam Kepala BPOM tentang tata cara
pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Industri
rumah tangga yang layak diberikan sertifikat adalah yang hasil
pemeriksaan sarana produksinya tergolong level | sampai level I1.
Masa berlaku dan pencabutan SPP-IRT
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3, sertifikat produksi pangan
industri rumah tangga berlaku selama 5 (lima) tahun sejak pemberian
SPP-IRT. Perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan oleh pemilik
usaha atau penanggung jawab, dengan catatan dilakukan selambat-
lambatnya tiga bulan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa

berlaku telah berakhir, maka produk indusri rumah tangga tersebut
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dilarang diedarkan. Dinas kesehatan kabupaten atau kota melakukan

pengawasan terhadap SPP-IRT yang telah diterbitkan dan dapat

melakukan pencabutan atas SPP-IRT tersebut dari industri rumah

tangga yang melakukan pelangggaran sebagai berikut:

1) Pemilik atau penganggung jawab telah melakukan pelanggaran
terhadap peraturan yang berlaku

2) Pangan yang diproduksi terbukti menjadi penyebab kejadian luar
biasa yaitu keracunan

3) Pangan mengandung bahan berbahaya

4) Sarana produksi tidak sesuai dengan kriteria IRTP

3. Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga

Pengawasan industri rumah tangga merupakan suatu aktivitas yang
diwajibkan berdasarkan ketentuan dari pemerintah Kabupaten/Kota
terhadap sarana atau alat-alat produksi maupun distribusi suatu industri
rumah tangga. Pengawasan tersebut bertujuan untuk melindungi
masyarakat dengan menjamin kemanan dan mutu pangan selama
diproduksi, ditangani, disimpan, diproses hingga didistribusikan. Selain itu,
tindakan pengawasan merupakan betuk perlindungan terhadap konsumen
dari produk-produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan persyaratan
keamanan pangan. Dari segi pihak produsen pengawasan tersebut bertujuan
agar perdagangan pangan dilakukan secara adil dan bertanggungjawab,
selain itu hasil pengawasan dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan

sarana bagi industri rumah tangga.
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Pemeriksaan sarana IRTP yang baik diawali dengan pemeriksaan
awal dan diikuti pemeriksaan lanjutan yang sekaligus berfungsi untuk
memverifikasi  tindakan perbaikan oleh IRTP. Pemeriksaan tersebut
dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang berkompetensi di bidang pangan
dan berkualifikasi DFI (District Food Inspector) dan disebut sebagai
pengawas pangan pada tingkat kabupaten maupun kota. Pada saat
pemeriksaan berlangsung, tenaga pengawas pangan harus didampingi oleh
penanggung jawab pihak IRTP yang diperisa. Pemeriksaan awal
seharusnya dilakukan secara menyeluruh, karena selain sebagai data awal
untuk pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan awal juga bertujuan untuk syarat
pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

Pengawasan atau pemeriksaan terhadap industri rumah tangga
dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pemeriksaan Pre-Market dan Pos-
Market. Pemeriksaan pre-market dilakukan untuk mengevaluasi penerapan
CPPB-IRT untuk persyaratan penerbitan SPP-IRT. Pengawasan dilakukan
oleh tenaga pengawas (DFI) dengan mengacu kepada format hasil
pemeriksaan baku yang diatur didalam Peraturan Kepala BPOM tentang
Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Ind ustri Rumah Tangga.
Hasil dari pemeriksaan menunjukkan rincian tentang ketidaksesuaian
dengan CPPB-IRT dan perbaikan yang harus dilakukan oleh penanggung
jawab industri rumah tangga yang akan dituangkan didalam berita acara
pemeriksaan (BAP). Apabila perbaikan dari pihak IRT telah dilaporkan dan

diverifikasi oleh DFI yang memeriksa maka industri rumah tangga yang
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bersangkutan dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan
SPP-IRT.

Pengawasan post-post market dilakukan untuk memonitoring
terhadap SPP-IRT yang telah diberikan kepada industri rumah tangga,
selain itu pemeriksaan dapat dilakukan apabila industri rumah tangga
terkait dengan kasus KLB (kejadian luar biasa) misalnya keracunan.
Apabila IRT diduga terkait dengan masalah kemanana, maka tenaga
pengawas mengambil sampel produk dari sarana perdaran maupun sarana
produksi. Sampel tersebut kemudian akan diperiksa di labolatorium yang
telah ditunjuk secara resmi oleh lembaga terkait. Adapun ruang lingkup
pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga adalah sebagai
berikut!2:

a) Lokasi dan lingkungan produksi
Berkaitan dengan kebersihan dan perawatan lokasi dan lingkungan
produksi.

b) Bangunan dan fasilitas;
Penilaian pertama, Bangunan dan fasilitas produksi tidak sempit, sukar
dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi selain produk pangan.
Kedua, bagian lantai, dinding dan langit-langit tidak kotor, berdebu atau
berlendir. Ketiga, ventilasi, pintu dan jendela harus terawat, tidak kotor

atau berdebu.

12 peraturan Kepala BPOM Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga, Huruf C

25



d)

9)

Peralatan produksi;

Penilaian peralatan produksi mencakup permukaan peralatan yang
kontak langsung dengan pangan tidak berkarat dan kotor, peralatan
terpelihara dan menjamin efektifnya sanitasi, dan alat ukur atau
timbangan harus tersedia dan teliti.

Suplai air atau sarana penyediaan air;

Suplai air harus tersedia untuk mencukupi seluruh kebutuhan produksi
dan kebersihan air harus diperhatikan.

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi;

Industri Rumah Tangga harus menyediakan sarana pencucian peralatan
dan perlengkapan, tempat cuci tangan lengkap dengan sabun dan
pengering tangan, toilet yang bersih dan tidak terbuka ke ruang
produksi dan tempat pembuangan sampah yang tertutup.

Kesehatan dan higiene karyawan;

Karyawan dibagian produksi harus merawat kebersihan badan,
memakai pakaian kerja, mencuci tangan sesudah memproses bahan
pangan dan sesudah keluar toilet, tidak berperilaku yang dapat
mencemari produk dan ada penanggungjawab hygiene karyawan.
Pemeliharaan dan program hiegini sanitasi;

Bahan kimia pencuci digunakan sesuai prosedur dan disimpan dalam
wadah berlabel. Program higieni dan sanitasi dilakukan oleh IRT secara
berkala. Hewan peliharaan tidak diperbolehkan berkeliaran didalam
ruang produksi pangan. Pembuangan sampah dilingkungan dan ruanag

produksi harus segera dibuang.
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h)

)

k)

Penyimpanan;

Bahan-bahan yang berkaitan dengan produk harus disimpan ditempat
yang bersih, tidak lembab, dan peletakannya tidak menempel dinding
dan lantai. Peralatan yang sudah dibersihkan disimpan ditempat yang
bersih.

Pengendalian proses;

IRT pangan tidak boleh menggunakan bahan baku yang sudah rusak,
bahan berbahaya, dan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak
sesuai dengan persyaratan. Harus mempunyai dan mengikuti bagan alir
produksi pangan. Penggunaan bahan kemasan harus khusus bahan yang
diperuntukkan produk pangan.

Pelabelan pangan;

Label produk pangan harus mencantumkan nama produk, bahan yang
digunakan, berat bersih, nama dan alamat IRT, masa kadaluarsa, kode
produksi dan nomor P-IRT. Label juga harus mencantumkan klaim
kesehatan atau klaim gizi.

Pengawasan oleh penanggungjawab;

Penanggung jawab IRTP harus memiliki sertifikat penyuluhan
keamanan pangan (PKP) dan melaksanakan pengawasan internal secara
rutin.

Penarikan produk;

Pemilik usaha harus melakukan penarikan produk pangan yang

dianggap tidak aman.
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m) Pencatatan dan dokumentasi;
IRT harus memiliki dokumen produksi mutakhir dan akurat dan
disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang
diproduksi.

n) Pelatihan karyawan.
Program pelatihan pangan untuk karyawan harus dimiliki dan
diperhatikan oleh IRTP.

Formulir pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga yang
mana telah memuat ruang lingkup pemeriksaan diatas, telah terlampir
didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.03.1.23.04.2.2207 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga®®.

4. Maslahah Mursalah
a. Maslahah

Maslahah (a=-) berasal dari kata shalaha (~.-) dengan penambahan

huruf “alif” diawal dan memiliki arti baik. la merupakan bentuk mashdar

dengan arti kata (->.-) yang bermakna manfaat atau terlepas dari kerusakan.

Arti maslahah secara umum adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan
bagi manusia. Mendatangkan kebaikan dapat diartikan menarik

kemanfaatan ataupun menolak kemadharatan.

13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
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Kata al-Mashlahah secara etimologi menunjukkan kepada manfaat
dan guna itu sendiri dan kepada sesuatu yang menjadi sebab. Secara
terminologi Mashlahah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara’ dan
tidak boleh didasarkan atas keinginan akal maupun hawa nafsu semata.
Unsur penting yang harus ada dalam al-Mashlahah adalah meraih manfaat
dan menghindarkan madharah®®.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rumusan definisi maslahah
dalam artian syara’, namun pada hakikatnya sama. Definisi mashlahah dapat
disimpulkan dengan sesuatu yang dipandang baik dalam mendatangkan
kemaslahatan dan menjauhkan keburukan yang masih sejalan dengan tujuan
syara’ dalam penetapan hukum?®®.

b. Macam macam maslahah

Ulama ahli ushul figh memandang pembagian maslahah dalam empat
segi, yaitu segi kualitas, segi kandungan, segi perubahannya dan segi
keberadaan. Pembagian maslahah dari segi kualitas ada tiga macam?®:

1) Mashlah al- Dharuriyyah
Mashlah al-Dharuriyah adalah mashlahah yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Bentuk kemaslahatan
ini terkandung dalam lima pilar pokok. Pertama memelihara agama,
untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memeluk suatu agama

Allah mensyariatkan untuk memelihara agama baik yang berkaitan

4 Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith
al-Mashlahabh fi al-Syari’ah al-Islamiyyah),” De Jure Jurnal Syariah dan hukum, Volume 5
Nomor 1 (Juni, 2013), 91.

B Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 323-325

8Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), 115
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2)

3)

dengan agidah, ibadah, maupun mu’amalah. Kedua memelihara jiwa,
dalam kaitannya dengan hak hidup untuk kemaslahatan, keselamatan
jiwa, dan kehidupan manusia Allah mensyari’atkan beberapa hukum
diantaranya  gishash, hukum perkawinan, dan kesempatan
memanfaatkan sumber daya alam. Ketiga memelihara akal, Allah
mensyari’atkan pemeliharaan karena akal merupakan sarana penentu
dalam menjalani kehidupan, maka dari itu terdapat larangan untuk
merusak akal baik dengan minuman keras maupun obat-obatan.
Keempat memelihara keturunan, untuk itu Allah mensyari’atkan hukum
pernikahan dengan hak dan kewajibannya. Kelima memelihara harta,
untuk menjaga harta yang merupakan pokok kehidupan manusia Allah
mensyariatkan hukum pencurian, perampokan dan lainnya.

Maslahah al-Hajiyat

Mashlahah ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahan pokok
dalam maslahah al-dharuriyyah. Contoh dalam hal Ibadah adalah
keringanan-keringanan dalam pelaksanaan misalnya, meringkas sholat
dan keringanan berpuasa bagi musafir.

Maslahah al-Tahsiniyyah

Maslahah ini bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya,
yang berupa keleluasaan. Misalnya, melakukan ibadah sunnah sebagai
amalah tambahan, anjuran memakan buah-buahan, anjuran berpakaian

yang baik.
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Pembagian maslahah dari segi kandungan ada dua macam?’:

1) Maslahah al-Ammah
Maslahah umum yang menyangkut kepentingan mayoritas umat,
misalnya diperbolehkan membunuh penyebar bid’ah yang menyangkut
agidah umat.

2) Maslahah al-Khashshah
Maslahah ini berkaitan dengan pribadi, seperti pemutusan hubungan
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pembedaan maslahah al-
ammah dan al-khashshah bertujuan untuk memberikan prioritas dalam
kemaslahatan umum atas kemaslahatan pribadi apabila terjadi
pertentangan diantara keduanya.

Pembagian maslahah dari segi berubah tidaknya ada dua bentuk:*®

1) Maslahah Tsabitah, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak
terpengaruh perubahan zaman. Misalnya kewajiban shalat, zakat, puasa.

2) Maslahah al-Muthaghayyirah, adalah kemaslahatan yang berubah
sesuai tempat, waktu dan subjek. Kemaslahatan ini berhubungan dengan
mu’amalah dan adat kebiasaan.

Pembagian maslahah dari keberadaan ada tiga bentuk:

1) Maslahah al-Mu’tabarah
Maslahah al-Mu’tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh
syara’ dengan adanya dalil yang mendukung bentuk dan jenisnya.

Misalnya hukuman bagi orang yang meminum minuman Kkeras

Haroen, Ushul Figh 1, 116
8Haroen, Ushul Figh 1, 117
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2)

3)

dianalogikan dengan hukuman menuduh orang berbuat zina, yaitu 80
kali dera. Logikanya apabila seseorang meminum khamr dalam keadaan
mabuk tidak dapat mengontrol bicara maka diduga keras akan menuduh
orang lain berzina®®.

Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya memberikan contoh
mengqiyaskan keharaman air perasan kurma yang memabukkan dengan
perasan anggur yang disebutkan nashnya dalam Al-Qur’an maupun
Sunnah?®. Maslahah al-Mu’tabarah telah disepakati oleh jumhur ulama
ke-hujjahannya atau dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
Maslahah al-Mulghah

Maslahah al-Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara’
karena bertentangan. Milsalnya mendahulukan hukuman berpuasa dua
bulan berturut-turut daripada memerdekakan budak bagi orang yang
berhubungan suami istri pada siang hari bulan ramadhan. Kemaslahatan
tersebut hukumnya batal dan tidak dapat dijadikan landasan hukum
Maslahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah berarti muthlak, karena tidak dikaitkan dengan
dalil yang menerangkan dan atau yang membatalkannya. Istilah ushul
figh mengartikan sebagai kemashlahatan yang tidak disyari’atkan oleh
syari’ hukum utuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil untuk

membatalkannya??.

®Haroen, Ushul Figh 1, 117-118
2Abd Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzar, 2010), 207
21 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fikh, trj. Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2005), 98
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Satria Effendi dalam bukunya memberikan contoh adanya peraturan lalu
lintas yang tidak diatur didalam Al-Qur’an maupun sunnah namun tetap
sejalan dengan tujuan syara’ untuk memelihara jiwa dan harta??,
Mashlahah al-Mursalah dapat dipergunakan sebagai sumber hukum
ketika tidak ditemukan sumber dari al-Qur’an, al-Sunnah, [jma’ maupun
Qiyas?®.
Syarat-syarat penggunaan maslahah mursalah

Pertama, harus berupa maslahat yang hakiki. Suatu maslahah
mursalah harus benar-benar mendatangkan kemaslahatan atau menolak
kemudhorotan. Penggunaannya tidak boleh hanya memandang
kemaslatan secara angan-angan tanpa memperhatikan hal-hal negatif
yang dapat ditimbulkan. Misalnya, hak menjatuhkan thalak bagi laki-
laki diberikan kepada perempuan. Hal ini bertentangan dengan syariat
yang menegaskan bahwa hak talak diberikan kepada suami,
sebagaimana dalam hadits?*:
5 emrbali o 8 g 5 e i Jo 0 eSS Sas o gl ol BT 22 1 2

ol oty } s 5l

“Dari Ibnu Umar Sesungguhnya dia pernah menalak istrinya

padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi

SAW. Maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi,

22Gatria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), 150

23 Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith
al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah),” 92

24Effendi, Ushul Figh, 152-153
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kemudian menalaknya dalam keadaan suci atau hamil. (HR. lbnu
Majah).

Kedua, maslahah harus mendatangkan kemaslahatan umum, bukan
kemaslahatan pribadi. Suatu tasyri’ hukum suatu peristiwa harus
mendatangkan kemaslahatan bagi atau menjauhkan kemadharatan,
bukan hanya untuk keperluan pribadi misalnya amir atau orang-orang
tertentu.25

Ketiga, suatu maslahah tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an,
Sunnah, maupun ijma’. Maslahah mursalah sebagai suatu kemaslahatan
yang hakiki tidak boleh berbenturan dengan tujuan syara’ baik dalam
nash maupun ijma’ ulama.

Keempat, pengamalan maslahah harus dalam kondisi yang
diperlukan, dimana jika tidak menggunakan cara ini akan berdampak
kepada kesempitan umat. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat
digambarkan kehati-hatian para ulama dalam berijtihad dalam

menetapkan suatu hukum yang tidak ada sebelumnya?®.

%5 Khallaf, Halimuddin (Trj.), llmu Ushul Fikh,101
26 Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, 337-338
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (field research).
Jenis penelitian empiris dilakukan dengan mengamari fakta-fakta hukum
yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, penelitian empiris bertujuan
untuk mengetahui sejauhmana hukum didalam masyarakat berkerja?’.
Penelitian ini berangkat dari fakta-fakta adanya kewajiban pemilik industri
rumah tangga untuk mendapatkan SPP-IRT, dan bertujuan untuk menggali
informasi sejauhmana Dinas Kesehatan dalam memantau industri rumah

tangga yang telah mendapatkan SPP-IRT.

B. Pendekatan penelitian
Pendekatan dapat diartikan dengan cara pandang dalam arti luas, adapun
pendekatan penelitian adalah cara peneliti dalam meninjau suatu
permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya?®. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan yuridis
merupakan metode penelitian yang mengkaji dengan hal-hal yang
berkaitan dengan hukum, adapun sosiologis adalah yang berkaitan dengan
tingkah laku atau perilaku masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang

pengawasan SPP-IRT yang dimiliki pengusaha makanan olahan dengan

27 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 125
28 Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum,127
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aspek yuridis Peraturan Kepala BPOM Tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Dilihat dari perspektif tujuan penelitian yuridis-sosiologis ini, peneliti
bertujuan untuk menelaah efektivitas hukum yang berfokus kepada realitas
hukum dan ideal hukum. Menurut Donald Black dalam buku Amiruddin
dituliskan bahwa ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan
dalam undang-undang dan keputusan hakim, adapun realitas hukum adalah
sikap atau tingkah laku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang sesuai

dengan kaidah hukum?®.

C. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam melakukan penelitian
untuk memperoleh data. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas

Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

D. Jenis dan sumber data
Sumber data menurut Soerjono Soekanto, dibedakan sebagai berikut®°:
1) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti
dari masyarakat yang diantaranya melalui wawancara, dan
dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan

melalui wawancara dengan sie. Kefarmasian dari Dinas Kesehatan

29 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed. Revisi, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016), 137
%0 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Cetakan ke tiga, (Jakarta: Ul Pres, 1986), 51
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Kabupaten Mojokerto yang bertugas dalam pengawasan Industri rumah
tangga.

2) Sumber data sekunder yaitu, informasi yang diperoleh dari buku-buku
atau dokumen tertulis yang dijadikan dasar dalam berpikir dan
memberikan pendapat yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dan jurnal hukum.

E. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data merupakan instrumen yang digunakan peneliti
dalam mengumpulkan fakta sosial yang terkait dengan judul peneltian,
metode yang digunakan peneliti adalah wawancara. Metode ini merupakan
cara untuk memperoleh keterangan secara lisan dimana seseorang
dihadapkan dalam situasi bertatap muka (face to face), dalam hal ini
pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk
memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian®!. Pembagian secara
garis besar teknik pelaksaan wawancara dibedakan menjadi dua yaitu®?:
1) Wawancara berencana
Teknik wawancara seperti ini, dilakukan dengan menyiapkan daftar
pertanyaan terlebih dahulu secara lengkap dan teratur. Pewawancara
hanya menanyakan apa yang ada didalam daftar dan tidak boleh

menyimpang dari pokok pembicaraan yang telah ditentukan.

81 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 83
32 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 96
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2) Wawancara tidak berencana
Teknik wawancara tidak berencana berarti pewawancara tidak harus
terpaku terhadap daftar pertanyaan yang diajukan, biasanya dalam
teknik ini pedoman wawancara hanya memuat pokok-pokok
pembahasan, sehingga dapat menghindari keadaan kehabisan
pertanyaan. Teknik wawancara tidak berencana dibagi lagi menjadi
dua®:
a) Wawancara berstruktur
Wawancara ini memiliki struktur yang rumit, seperti halnya
wawancara psikoanalisi, psikoterapi dan wawancara pengalaman
seseorang.
b) Wawancara tak berstruktur
Wawancara tak berstruktur dibagi menjadi dua jenis. Pertama,
wawancara berfokus yang terdiri dari pertanyaan yang tidak
terstruktur namun terpusat pada satu pokok permasalahan. Kedua,
wawancara bebas yaitu bentuk wawancara tidak terpusat, artinya
pertanyaan pewawancara dapat beralih dari beberapa pokok
permasalahan yang berakibat kepada data yang terkumpul tidak
sejenis dan beragam sifatnya.
Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik wawancara
tidak berencana dan tak berstruktur dengan berfokus kepada satu pokok

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan

33 Amiruddin dan zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 84
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wawancara dengan tanya jawab secara langsung kepada petugas pemonitor

IRTP dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh sie. kefarmasian.

F. Metode pengolahan data

1) Pemeriksaan data (editing)
Tahap editing yaitu tahapan pemeriksaan data yang telah diperoleh
pada saat penelitian untuk mengetahui apakah data yang didapat telah
sesuai dan lengkap untuk menjawab permasalahan dalam. Menurut
Bambang Waluyo kegiatan editing dapat berupa membetulkan jawaban
yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban, memeriksa
kesesuaian jawaban serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan
menyempunakan jawaban responden,

2) Kilasifikasi (classifying)
Tahap Klasifikasi adalah pengelompokan data yang telah diperoleh
yang bertujuan untuk menambah pemahaman dan mempermudah
penulis dalam membaca data.

3) Verifikasi ( verifying)
Tahap verifikasi adalah tahapan pemeriksaan kembali, tentang
kebenaran data yang didapat dengan apa yang telah disampaikan oleh

narasumber.

34 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Ed. 1 Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika,2018),
73

39



4) Anasis data (analyzing)
Analisis data merupakan tata cara peneliti dalam menggambarkan
bagaimana suatu data diteliti yang mana bertujuan untuk memecahkan
masalah penelitian. Dalam analisis ini berisi bagaimana peneliti melihat
fakta-faktas sosial dengan menjelasakannya melalui bantuan hukum
atau sebaliknya®.
Peneliti akan menguraikan atau mengkaji fakta mengenai proses
pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan
Peraturan Kepala BPOM HK.03..1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan konsep-konsep hukum lainnya.

5) Pembuatan kesimpulan (concluding)
Teknik yang terakhir adalah memberikan kesimpulan dari hasil analisa

yang dibuat.

35 Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum,174
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data
1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, merupakan instansi yang
bertanggungjawab dalam bidang kesehatan. Adapun tugas yang dilakukan
adalah merumusan kebijakan, melaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan, melaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, dan fungsi lain yang
terkait dengan bidang kesehatan. Pemerintah melalui dinas kesehatan juga
melaksanakan tugas mengadakan penyuluhan dalam bidang kesehatan.
Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas
kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-
obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto.
Dinas Kesehatan bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan dan untuk
menyelenggarakan tugas tersebut dinas kesehatan mempunyai fungsi® :
1) Merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan meliputi pendekatan

peningkatan promotif, pencegahan/preventif, pengobatan dan pemulihan

% “Tugas dan fungsi dinas kesehatan”, http://dinkes.mojokertokab.go.id diakses tanggal 20 Mei
2019
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berdasarkan standart yang telah ditetapkan dalam rangka Upaya

Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

2) Pembinaan pelaksanaan administrasi umum dan Sistem Informasi

Kesehatan.

3)

4)

5)

Pemberian ijin dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kesehatan

Pengkoordinasian dengan instansi terkait, lembaga swasta dan
kemasyarakatan dibidang kesehatan

Fungsi dalam hal pemberian ijin Dinas Kesehatan kabupaten

Mojokerto memiliki ruang pelayanan khusus yaitu ruangan perijinan

yang terletak di Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK). Adapun

pelayanan perijinan yang diberikan yaitu :

a)

9)
h)

Pelayanan permohonan surat ijin praktek (SIP) untuk dokter, dokter
gigi, perawat, bidan, analis, anastesi, refraksionis optisi, radiologi,
rekam medis, gizi, sanitarian, perawat gigi, dan fisioterapi.

Surat ljin Praktek Apoteker (SIPA)

Surat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

Surat Terdaftar Pengobat tradisional

Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sertifikat Penjamah Makanan
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2. Visi dan Misi
Visi:
Terwujudnya masyarakat kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera
dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis
perekonomian, pendidikan serta kesehatan.
Muisi:
Memperlebar akses dan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan
yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan
masyarakat®’,

3. Stuktur Organisasi

KEPALA DINAS KESEHATAN
DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, Msi

SEKRETARIS
Dr. Ulum Rokhmatr

IK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kasubag Umum dan kepegawaian Kasubag Penyusunan Program Kasubag Keuangan

Jaka Hamunanta, SE., MMkes Herin Setyarini, SKM WLELER(TUET

Kepala bidang kesehatan masyarakat K epala bidang pencegahan dan pelayanan kesehatan
dwiharini, S.kep.Ners pengendalian penyakit Dr. agus suyasa
Dr. Langkt Kresna Janitra
sehatan keluarga gizi
ono, STP, MMKes Kasi surveilans dan imunisasi
- Siti Nurhidayati, ST.. MMKes

n pengendalian

OF MAULANA

Rudi Widiyanti ST, MM

37 «“Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Mojoketo”, http://dinkes.mojokertokab.go.id
diakses tanggal 20 Mei 2019
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Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 38

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Kepala Dinas Kesehatan

Sekretariat, membawahi : Sub Bagian Umum, Sub Bagian
Perencanaan, Sub Bagian Keuangan

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, membawahi : Seksi Pencegahan Penyakit, Seksi
Pemberantasan Penyakit, Seksi Penyehatan Lingkungan

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi
Farmasi, Makanan dan Minuman

Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi : Seksi Kesehatan
Anak dan Keluarga Berencana, Seksi Kesehatan Anak dan Usia
Lanjut, Seksi Peningkatan Gizi

Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, membawahi : Seksi
Peningkatan Peran Serta Masyarakatan, Seksi Penelitian dan
Pengembangan, Seksi Penyuluhan Kesehatan

Kelompok Jabatan Funsional

Unsur Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas) dan Gudang Farmasi Kesehatan (GFK)

4. Sistem pengawasan

Berdasarkan Peraturan BPOM tentang pengawasan pangan industri

rumah tangga, sistem pengawasan keamanan pangan yang efektif

%8 «Struktur Organisasi Dinas Kesehatan”, http://dinkes.mojokertokab.go.id diakses tanggal 20 Mei

2019
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dapat dijadikan sebagai sarana untuk®? :

a) Melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan
terjadinya keracunan pangan atau penyakit akibat pangan (foodborne
diseases);

b) Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman, tidak layak
konsumsi, berlabel menyesatkan dan hasil penipuan (food fraud);

c) Berkontribusi dalam pengembangan ekonomi melalui kepercayaan
konsumen terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan
penyediaan dasar hukum perdagangan pangan, baik secara nasional
maupun internasional.

Sistem pengawasan makanan dan obat dalam sasaran strategis yang
ditetapkan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif,
mencakup pengawasan pre-market dan post-market, terdiri dari“°:

1) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan
kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi
dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar
yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

2) Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk
sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan
diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan

agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

%peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Pengawasan Pangan Industri Rumah tangga

40 “sasaran Strategis BPOM®™, https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic, diakses tanggal
31 Mei 2019
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3) Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat
konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang
dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang
beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan
terpadu, konsisten, dan terstandar.

4) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko
kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan
Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan
mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan
sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang
digunakan untuk ditarik dari peredaran.

5) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan
hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun
investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia
dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang
untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk
dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap
pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Pengawasan sebelum beredar adalah pengawasan obat dan makanan
sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan

Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. pengawasan selama

beredar adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk
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memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan
persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan
serta tindakan penegakan hukum®*. Dengan demikian dapat disimpulkan
fungsi pengawasan adalah untuk memenuhi standar dan persyaratan

keamanan, manfaat dan mutu produk pangan.

B. Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Terhadap Industri
Rumah Tangga.
a. Pendaftaran SPP-IRT
Proses pendaftaran sertifikat produksi pangan industri rumah tangga
diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemilik usaha kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Pemilik atau penanggung jawab IRT
mendatangi kantor, kemudian mengisi berkas permohonan yang telah
disediakan. Kepala Seksi Kefarmasian mengatakan®:
“Untuk Pendaftaran pertama pemilik usaha datang ke kantor,
kebagian perijinan, nanti kita kasih formulir dan diisi juga
melengkapi berkas-berkas persyaratan. Kalau sudah nanti nunggu
untuk penyuluhan pangan, kalau berkas yang diserahkan macem-
macem mbak, ada fotocopy ktp, pas foto, contoh label, ada hasil uji
lab juga, nanti kita kasi lembar persyatarannya .
Berdasarkan lampiran permohonan SPP-IRT, berkas yang harus

disiapkan bagi pemilik atau penanggung jawab usaha antara lain:

41 “Fungsi Utama BPOM”. https://www.pom.go.id/new/view/direct/function, diakses tanggal 31
Mei 2019
42 Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
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1)

2)

3)

4)

5)

formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah
tangga (SPP-IRT);

Surat pernyataan bahwa pemilik bersedia mematuhi aturan serta
mengikuti pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang
makanan dan minuman;

Data perusahaan makanan industri rumah tangga;

Data produk makanan minuman;

Denah lokasi industri rumah tangga.

Setelah mengisi berkas permohonan yang telah disediakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Pemilik usaha yang akan

mengajukan permohonan SPP-IRT melengkapi berkas sebagai

berikut:

1) Fotocopy katu tanda penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar

2) Contoh label 1 (satu) lembar

3) Foto berwarna terbaru, ukuran 4x6 (3 lembar) dan ukuran 3x4 (1
lembar)

4) Hasil uji laboraturium mikrobiologi, bagi yang belum
memilikinya akan dilakukan pengambilan sampel oleh petugas
Dinas Kesehatan

5) Surat pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp 6.000.-

6) Denah lokasi

7) Daftar ketenagaan

8) Daftar peralatan produksi

9) Surat keterangan usaha dari desa/kecamatan setempat
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10) Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat (apabila
alamat produksi tidak sama dengan alamat KTP pemilik).
b. Penyuluhan keamanan pangan (PKP)

Berdasarkan wawancara dilapangan Ibu Siti Indriastuti

menjelasakan®®:
“Penyuluhan dilakukan setiap tiga bulan sekali, jadi tiap ada yang
daftar nunggu 3 bulan untuk pemenuhan kuota minimal
penyuluhan 30 orang. Kalau pelaksanaannta ya disini mbak, di
dinas kesehatan. Untuk pelaksanaannya dua hari, hari pertama
dari Balai POM dan hari kedua dari dinas kesehatan. ”

Sedangkan Bu Yayuk Ana selaku staff menambahkan®*:
“Sebelum PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) itu ada daftar
ulang biasanya satu minggu sebelum pelaksanaan. Jadi pemilik
usaha membawa saple pro duk untuk diuji lab, kalau sudah punya
hasil lab ya itu yang dibawa. ”

Penyuluhan keamanan pangan atau yang disebut PKP
diadakan dan dijadwalkan oleh Dinas Kesehatan setelah pemohon
menyerahkan berkas permohonan SPP-IRT dan peserta PKP
terkumpul kurang lebih 30 orang. Menurut data yang peneliti
peroleh, pada tahun 2019 pelaksanaan PKP diagendakan pada
bulan Maret, Juni, September dan November, dan akan berganti-

ganti setiap tahunnya.

43 Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
4 Yayuk Ana, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
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Sebelum pelaksanaan PKP petugas Dinas Kesehatan
Mojokerto menghubungi pemilik usaha dan meminta untuk
melakukan daftar ulang seminggu sebelum penyuluhan, dengan
membawa sampel produk bagi yang belum memiliki hasil uji
laboraturium. Penyuluhan dilaksanakan selama dua hari di kantor
Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan narasumber hari
pertama dari BPOM dan hari kedua diisi oleh petugas Dinas
Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Setelah mengikuti PKP pemilik
usaha akan diberikan setifikat penyuluhan keamanan yang
digunakan sebagai syarat pemberian SPP-IRT.

c. Pemeriksaan dan monitoring

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojoketo dilakukan dalam dua tahapan. Tahap
pertama, pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga
setelah mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, dan
tahap kedua dilakukan minimal satu tahun sekali terhadap sarana
distribusi. Menurut Kepala Seksi Kefarmasian®®:

“Setahun sekali di sarana distribusi, misalnya pasar tradisional
atau modern dll. Kecuali kalau ada kasus luar biasa, baru
langsung ke industri rumah tangga karena tidak memunkinkan dan
membutuhkan lebih banyak materi dan tenaga. Untuk

pemeriksaan, lebih ke produknya. ”

4 Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
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Pemeriksaan sarana produksi IRTP menggunakan dasar
formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah
tangga yang terlampir didalam Peraturan Kepala BPOM tahun
2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan
industri rumah tangga. Pelaksanaan dilapangan dijelaskan oleh
staff kefarmasian sebagai berikut*e:

“4 orang, Kasi kefarmasian sama staff. Kadang juga kita minta
tolong ke puskesmas kalau dekat dengan puskesmas.”

Berdasarkan pernyataan staff Kefarmasian tersebut, pelaksana
monitoring atau petugas pengawas pangan kabupaten Mojokerto
merupakan seksi kefarmasian Dinas Kesehatan. Selain itu,
pemeriksaan dapat diwakilkan oleh petugas puskesmas jika lokasi

Industri rumah tangga berada dekat dengan puskesmas.

C. Pengawasan Dinas Kesehatan Perspektif Peraturan-Peraturan
Kepala BPOM.

Prosedur permohonan perpanjangan SPP-IRT berdasarkan hasil
wawancara dengan kepala sie kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto disebutkan bahwa*’:

“Pertama, pemilik atau penanggung jawab usaha datang ke kantor
untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Selanjutnya pemilik

usaha mengisi formulir yang disediakan dinas kesehatan. Setelah

4 Yayuk Ana, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
47 Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
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berkas permohonan lengkap kemudian kita kunjungan ke lapangan,
nanti dilampiri hasil uji lab. Untuk pembaruan kita tetep kunjungan
lagi ke lapangan. Karena kan bisa saja setelah lima tahun pemeriksaan
bisa saja ada peningkatan atau penurunan misalnya sarana produksi
kotor dll. kayak bikin baru lagi. Tapi ndak perlu ikut PKP, karena
dilakukan sekali seumur hidup kecuali kalau dialihkan ke anaknya
misalnya.”
Pendaftaran ulang produk pangan IRT yang telah melewati masa
berlaku dilakukan sama seperti halnya pendaftar baru. Pemilik usaha
atau penanggung jawab mengajukan permohonan ke kantor Dinas
Kesehatan guna mendapatkan SPP-IRT yang baru. Perbedaan
pendaftaran baru dengan pembaruan hanya terletak pada keikutsertaan
pemilik usaha dalam PKM (Penyuluhan Keamanan Pangan.
Penyuluhan kemanan pangan hanya dilakukan sekali seumur hidup
kecuali apabila penanggung jawab usaha dialihkan kepada orang lain.
Ketentuan yang diatur didalam Peraturan Kepala BPOM tahun
2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Pangan Industri Rumah
Tangga dalam pasal 3 menyebutkan bahwa, masa berlaku SPP-IRT
selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Aris Dermawan selaku staff kefarmasian yaitu®e:

“5 tahun mbak, di setifikat nya nanti ada tulisan masa berakhirnya. ”

48 Aris Dermawan, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
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Beliau menjelaskan kembali bahwa Dinas Kesehatan tidak dapat
sepenuhnya memantau masa berlaku SPP-IRT yang dimiliki oleh IRT.
Adapun proses pendaftan ulang sertifkat yang telah habis masa
berlakunya bergantung kepada kesadaran masing-masing pemilik usaha
untuk mendaftarkan produknya kembali.

Pemeriksaan sarana produksi berdasarkan Peraturan Kepala
BPOM dilakukan untuk memeriksa sarana produksi industri rumah
tangga sebelum pemberian SPP-IRT dan pemeriksaan rutin atau
monitoring yang diadakan minimal satu kali dalam setahun. Adapun
ruang lingkup pemeriksaan yang diatur didalam Peraturan Kepala
BPOM adalah*:

a) Lokasi dan lingkungan produksi;

b) Bangunan dan fasilitas;

c) Peralatan produksi;

d) Suplai air atau sarana penyedia air;

e) Fasilitas dan kegiatan higiene sanitasi;

f) Kesehanan dan higiene karyawan;

g) Pemeliharaan dan program higiene sanitasi;
h) Penyimpanan;

1) Pengendalian proses;

J) Pelabelan pangan;

k) Pengawasan oleh penanggung jawab;

49 Peraturan Kepala BPOM Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga, Huruf C
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I) Penarikan produk;
m) Pencatatan dan dokumentasi;
n) Pelatihan dan karyawan;

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa poin-
poin yang dinilai ditujukan untuk sarana produksi IRT baik dalam
rangka pemberian SPP-IRT maupun monitoring atau pengawasan rutin
minimal satu kali dalam setahun. Menurut Kasi kefarmasian®°:
“Monitoring IRT Setahun sekali dilaksanakan di sarana distribusi,
misalnya pasar tradisional atau modern dll. Kecuali kalau ada kasus
luar biasa, baru langsung ke industri rumah tangga karena tidak
memunkinkan dan membutuhkan lebih banyak materi dan tenaga.
Untuk pemeriksaan, lebih ke produknya. ”

Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan Kepala BPOM yang
menyebutkan bahwa monitoring dilakukan di sarana produksi. Sarana
produksi merupakan segala sesuatu yang digunakan dengan tujuan
menciptakan suatu produk, sedangkan sarana distibusi adalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan penyaluran barang terhadap
konsumen®. Perbedaan target monitoring tersebut menimbulkan
kurangnya pengawasan terhadap SPP-IRT yang telah diterbitkan.
Selain itu, sertifikat-sertifikat yang mendekati bahkan telah habis masa
berlaku juga luput dari pengetahuan Dinas Kesehatan. Menurutnya

Produk-produk yang bermasalah dapat diketahui melewati laporan dan

%0 Siti Indriastuti, wawancara, (Mojokerto, 27 Maret 2019)
51 Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)
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hasil dari sidak makanan dan minuman dibeberapa tempat sarana
distribusi.

Permasalahan pengawasan atau monitoring produk pangan dilatar
belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya sumber
daya manusia atau tenaga pengawas dan juga materi. Tindakan untuk
menyikapi permasalahan tersebut adalah dengan mengambil sampel
produk di Kabupaten Mojokerto dengan cara pemeriksaan langsung di
sarana distribusi, dengan demikian hasil yang didapat oleh Dinas
Kesehatan dapat mencakup produk-produk yang memiliki SPP-IRT
maupun tidak, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk
tidak layak edar, dan produk yang kadaluarsa.

Kelemahan dari sistem pemeriksaan ini adalah Dinas Kesehatan
tidak dapat menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan proses sebelum
produk tersebut diedarkan. Proses pre-distribusi juga merupakan hal
penting yang harus diperhatikan, karena berkaitan dengan bahan baku,
proses pengolahan, tempat produksi dan tenaga pengolah. Poin-poin
pemeriksaan tersebut tidak akan didapatkan hanya dengan pelaksanaan
monitoring pada sarana distribusi. Pemeriksaan terhadap sarana
produksi industri rumah tangga dilakukan apabila pemilik usaha
mendaftarkan kembali produknya jika telah habis masa berlaku.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa
pengawasan Yyang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Mojokerto, dilihat dari dari Peraturan BPOM tentang pemeriksaan

sarana industri rumah tangga pangan, pengawasan yang dilakukan
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kurang sesuai. Pengawasan sarana produksi IRT selain dipersyaratkan
untuk pemberian SPP-IRT, juga dilakukan dalam rangka monitoring
atau pengawasan minimal satu kali dalam setahun. Hal tersebut yang
dilewatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dengan alasan

faktor tenaga dan materi.

D. Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dalam
Perspektif Maslahah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut
kemudian dilihat dari perspektif Maslahah. Arti maslahah adalah
sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kemadharatan.
Ulama ahli ushul figh mengklasifikasikan maslahah kedalam empat
bagian yaitu: segi kualitas, segi kandungan, segi perubahannya dan segi
keberadaan. Maslahah berdasarkan segi kualitas dibagi lagi menjadi
tiga: pertama, maslahah dharuriyah yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok manusia yang mana terkandung didalam lima pilar
pokok atau magashid syariah (memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta). Kedua,
Maslahah hajiyat yang mana dibutuhkan untuk menyempurnakan
kemaslahatan pokok seperti keringanan dalam Ibadah bagi musafir.
Ketiga, Maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan pelengkap misalnya
Sunnah-sunnah Rasulullah. Berdasarkan tujuan Pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan tehadap industri rumah tangga apabila

dikaji dengan bentuk maslahah dari segi kualitas termasuk kedalam
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maslahah dharuriyah. Pemeriksaan dan monitoring terhadap produk
pangan IRT merupakan suatu langkah untuk melindungi kesehatan
masyarakat®?. Hal ini sejalan dengan inti maslahah dharuriyah yang
berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang mana
pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari
hal-hal yang merusak kesehatan.

Pembagian maslahah dari segi kandungan dibedakan menjadi
dua, yaitu: maslahah al-ammah yang menyangkut kepentingan umum,
dan maslahah al-khasshah yang menyangkut kepentingan pribadi.
Pengawasan atau pemeriksaan produk pangan IRT jika dilihat dari segi
kandungan mashlahah termasuk kedalam maslahah al-ammah.
Pemeriksaan produk pangan merupakan kepentingan bersama. Seluruh
masyarakat dapat dipastikan mengharapkan produk pangan olahan
yang sehat, bergizi dan bebas dari zat berbahaya. Oleh karena itu,
pemeriksaan dan monitoring Dinas Kesehatan dibutuhkan untuk
menjamin produk-produk yang diedarkan aman untuk dikonsumsi bagi
setiap kalangan masyarakat®.

Maslahah dari segi keberadaannya dibagi menjadi tiga bentuk.
Pertama, maslahah al-mu’tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung
syara’ atau suatu kemaslahatan yang mempunya dalil yang jelas.

Kedua, maslahah al-mulghah yang mana kemaslahatan ini ditolak atau

52 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengawasan Pangan Industri Rumah tangga
53 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengawasan Pangan Industri Rumah tangga
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bertentangan dengan hukum syara’. Ketiga, maslahah al-mursalah
yakni maslahah yang tidak ada dalilnya dan tidak bertentangan dengan
hukum syara’. Maslahah al-mursalah merupakan jenis maslahah yang
sesuai dengan pengawasan Dinas Kesehatan. Kegitan pengawasan ini
tidak ada dalil yang mendasarinya dan tidak ada pula suatu dalil yang

bertentangan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian mengenai pengawasan Dinas

Kesehatan Kabupaten Mojokerto terhadap industri rumah tangga pangan yang

telah memiliki SPP-IRT dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

.

Bentuk pengawasan dapat dikategorikan kedalam tiga tahap, pertama
tahap pendaftaran SPP-IRT, kedua tahap penyuluhan keamanan pangan
dan yang terakhir tahap pemeriksaan dan monitoring. Pemeriksaan yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dilakukan pada
sarana produksi dan sarana distribusi. Pemeriksaan terhadap sarana
produksi pangan IRT hanya dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan
pemberian SPP-IRT. Adapun monitoring atau pemeriksaan berkala
dilakukan dalam cakupan sarana distribusi, hal ini disebabkan karena

keterbatasan tenaga pemonitoring dan materi.

2. a. Ketentuan dalam Peraturan Kepala BPOM menyebutkan bahwa Bupati

atau Walikota cq. Dinas Kesehatan selain melakukan pemeriksaan
terhadap sarana produksi sebagai persyaratan pemberian SPP-IRT juga
mengisyaratkan untuk melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan
lanjutan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini bertentangan
dengan fakta yang didapatkan dilapangan, yakni pemeriksaan lanjutan

atau monitoring hanya terhadap beberapa sarana distrisbusi. Jadi
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pengawasan yang dilakukan oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten

Mojokerto kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPOM.

. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap industri

rumah tangga apabila dikaji dengan bentuk maslahah dari segi kualitas
termasuk kedalam maslahah dharuriyat karena berhubungan dengan
kebutuhan pokok manusia dan pengawasan tersebut ditujukan untuk
menjaga kesehatan masyarakat. Jika dilihat dari segi kandungan
mashlahah termasuk kedalam maslahah al-ammah yang mengandung
kepentingan bersama. Maslahah al-mursalah merupakan jenis maslahah
yang sesuai dengan pengawasan Dinas Kesehatan. Kegitan pengawasan
ini tidak ada dalil yang mendasarinya dan tidak ada pula suatu dalil yang

bertentangan.

B. Saran

Berdasarkan analisis diatas, peneliti akan memaparkan saran untuk dijadikan

bahan pertimbangan

1.

Selain diadakannya penyuluhan keamanan pangan (PKP) sebagai
persyaratan permohonan pemberian SPP-IRT, Dinas Kesehatan
Kabupaten Mojokerto perlu mengadakan program penyuluhan kemanan
pangan berkala melalui puskesmas-puskesmas kecamatan. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik atau penanggung jawab
Industri Rumah Tangga terhadap pentingnya keamanan pangan dan
menciptakan antusiasme pemilik usaha untuk mengajukan permohonan

SPP-IRT.
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Selain sebagai lembaga penerbit ijin Produk Industri Rumah Tangga (P-
IRT), Dinas Kesehatan juga bertugas untuk mengawasi SPP-IRT yang
telah diterbitkan. Monitoring tahunan yang dilakukan di sarana distribusi
perlu juga dilakukan terhadap sarana produksi pangan IRT. Monitoring
sarana produksi berkala dapat juga melalui puskesmas-puskesmas
disekitar tempat usaha. Selain itu, perlu adanya perkembangan yang
mengandalkan teknologi untuk mengklasifikasikan dan mendeteksi data-
data SPP-IRT yang telah melewati masa berlakunya yang dapat dijadikan

bahan untuk memperingatkan kepada pemilik usaha.
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Menimbang : Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyara
administrasi telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012,
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Dasar e 8

a.Nama Penanggungjawab : Anisa Rosa ‘Adah
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Malang
d. Pekerjaan : Mahasiswi
e. Kebangsaan Indonesia

(Badan Pengawas Obat Dan Makanan) dan Maslahah
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c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
d. Lama Penelitian/Kegiatan : 11 (sebelas) Hari, 14 Maret s.d 26 Maret 2019
e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Kesehatan
f. Status : Mandiri
g.Jumiah Anggota '
h.Nama Anggota Penelitian/Kegiatan

Dengan Ketentuan : Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah
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penelitian/kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 14 Maret 2019
a.n. BUPATI MOJOKERTO
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

AL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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b. Surat Penelitian Dinas Kesehatan




3. SOP Penerbitan SPP-IRT

Neenfir SOP
Tg Pembuzean
Tol Reviss
Tl Eleinfl
PEMERINTAH KABUPATEN Disahkan pleh Pl KEPALA DINAS KESEHATAN
KARUPATEN MOJOKERTO
MOJOKERTO SZXRETARIS
DINAS KESEHATAN
Jalan R.A Basuel No. 4
MOJOKERTO NP 19680506 19533 2 000
k& PENERBITAN SERTIFIKAT
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | Naya SOP PRODUKST PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obal
din Makanmn Rl Nomeoe  HK.
03.1.23.04.12.2005 Taken 2012 Tentang
Pedomam Pemberian Seaifikasi Produksi
Pangan Industri Rumah Tanggn

2. Perawurse Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanza RI Notor
HKO0LE23.04022206  Tabwn 2012
Tentang Tazz Cara Produkss ['mngan

~ Yang Baik Untok Industri Rumoh Tengza

1. Kusi Kelarmasian Makanan den Minuenae
2. Staf Kefarmasian Makanan din Mimumin

KETERKAITAN PERALATANTERL ENGKAPAN
1. Bidang Yarkes 1. Alamari Arsip

2. Kowputer

3. Samunn dan Prasarnma Penunjang
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Pemilik melakukan gelanggaraa di
bidang Perundang-amdangsn, maka SPP-IRT
akan & cabul

1.Pencararan dan pendatasn dilakukan -
o Pengarsipan berkas pengiiuan
« Pencatatan di Bedsu regisiosi
¢ Pengarsipan SPP.IRT

PROSEDUR :

ot

Keamanis Pangan )

produksi tecknit higienis dan sambii

produksi
7

efekizl

1. Pemeton mengambil foemuliz SPT-IRT ke Dings Keschatan Kab. Mojokerto
. Pemoton melengkapi berkas £ syarat - syaral yang ada pada formulir SPP-IRT
Setelah berkns f syarat lengkap pemohen exntnggn Jdwal disczkonnyan PKP [ Penyuluhan

4. Pemobon mengikuti PKP ( Penyuluhan Kesmanan Pangan ) yeng dilakukan selama 2 hari,
Digwall dengan pee test dan Ciakhin denpan post test.,
5, Tims Dinkes Menjadwalkeo untuk turm ke ssres Jalam cangka pesilalan keloyskan sarana

6. Tim: Dinkes melskukan wmvy ke sarana peeduksi untuk melibat kelayakan tempal saram

Petieroian SPP-IRT dapat diproses apabila nilai Basil post test lehih dari 60, sarana dan peasarams
memenuhi persyaratan dan basil uji lbamtedum memenuhi standart Apabils belum memenuhi
persyaratan pererbitan SPP-IRT diwnda dahule

8. Penerbilan SPP-IRT diproses setelsh persyaratan terpenihi dilien jangka wakeu 7 hari kerja

ARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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4. Formulir permohonan SPP-IRT

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS KESEHATAN
Jalan R.A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61261 Jawa Timur |
Telp. ( 0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website ; http//mojokertokab go.id/mik/sub/dinkes
Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com

1. Nama Jenis Pangan c o W ke b ST IER ST . W 3
(sesuai nama jenis pangan IR'I}
2. Nama Dagang . o TP sanus o
3. Jenis Kemasan ul
4. Berat Bersih/Isi Bersih N O e . e . o
(g/mg/kg atau Uml/kl)
5. Komposisi L. TN, , SRR, , . . U, SO, 1,
6. Proses Produksi L e e .. oo R SRR« - NN . ...
7. Informasi tentang masa SIMPAN I ..ciciiveueeiicmisiissssiaecesemsaoransasssoesrsssanesnsansessrasssernseses .
(kadatuarsa)
8. Informasi tentang kode ProdukSi T ...uvuiiiiiesiciuiiiiniiisenessiassesasseeassesnsnsssssssassennssssssssnnn
9. Nama, Alamat, Kode Pos Y e R shaibeibibbabinibe v S S
bo 1y ST ARSI o e A e
10, Nama Pemilik :' ........................... AESA R8s Ut senn e netrbires s r e AR R s neen
11. Nama Penanggung Jawab R S, O
| Pemilik / Penanggung Jawab
| n

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



5. Contoh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

UG pet s

I 25 24 S

=, ‘V, Qi'( ,r‘,-ﬁf_v, o)
<X Hmmﬂ VOAS

7 ;,_.‘r;iv =

DINAS KESEHATAN
Jalan RA Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 321957 Fax. (0321) 390113
‘Website ;
Email :

SERTIFIKAT

PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
No: 953 / 3516 /19

P

.\(:!P/ A’.J\\‘: '«
7

ot

x’iuc

-

[ | Diberikan kepada :
S Nama : SITI FATIMATUS ZAHRO

Jabatan : Pemilik / Penanggung jawab
Alamat : Dsn. Tlasih RT 08 RW 02 Ds. Tawar
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT )
berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Scrtifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang disclenggarakan di :

Kabupaten : Mojokerto
Provinsi 3 Jawa Timur
Pada tanggal : 11 =12 Mare1 2019

Mojokerto, 13 Maret 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Pesmbisa Utama Muda

N
‘;v
¢

Y OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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6. Contoh Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

hvrﬂ \ = rvﬂa

\nl s{r

(h vaﬂ- G

r‘—‘Q&-ﬁ {

;@é‘jg i Sy

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS KESEHATAN
Jalen R.A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. ( 0321) 321957 Fax. (0321) 390113
Website ; http:.
Email : dinkeskabmojokerto@gmail.com

SERTIFIKAT

D 1P AN INDU UMAHT
Diberikan kepada :
Nama IRT : SYABIL MAKMUR
Nama Pemilik  : SITI FATIMATUS ZAHRO
Alamat : Dsn. Tlasih RT 08 RW 02 Ds. Tawar
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
Jenis pangan : Dibaliknya
4| Kemasan Primer : Dibaliknya

Yang telsh memenuhi persyaratan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

1| ( SPP-IRT ) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan di :

Mojokerto
: Jawa Timur
11 - 12 Maret 2019

Mo,okuw,z‘lMuu 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19710427 199203 1 001
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I. Nama Peserta Penyuluhan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab :

SITI FATIMATUS ZAHRO

M. Jenis Makanan dan Minuman vang diproduksi :

NO JENIS FRODUK NO. P-IRT

KEMASAN PRIMER

1 |KRUPUK IKAN P-IRT No. 2023516010953-24

Berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Sertifikat Produksi Pangan Dapat Dicabut Apabila Pemilik /
Penanggung Jawab Tidak Meloksanckan Ketemtuan
Sesual Dengan Materi Penyuluhan

"OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LIBRARY

CENTR



7.

Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi

BEADRN PENGAWAS OBAT D HAKANARN
REPURLIK IMDOMES 1A

Sub Lampiran 1

FORMULIE
PEMERIESAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTEI RUMAH TANGGA

Hama dan alamat facilitas yang Kabupaten [

diperilcsa

Pemilik Fasilitas |Perusahaan
atau Perorangan) -

Penangpungjiawab -

Jenic Pangan IRT :

Tamggal (tgl/ bl th)

Hama Pengawas Pangan Kab/
Hota

Tujuan Pemerilcsaamn:
Pemberian SPP-IRT

Pemearikzaan Futin IRTP

Cara Penetapan Hetidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT

1. Pemerikcaan sarana produksi pangan  dilakulkan berdasarkan Cara
Produlksi Pangan yang Baik untuk Industri Fumah Tangga (CFPS-IRET].

2. Bubuhlcan tanda centang (4] apabila jawaban ya pada kotak dalam lkolom

yvang telah disediakan menurut kategor keetidalesesuaian, yaitu Minor [MI),

Kayor [MA), Senucs ([SE], atau Knos [KE) yang ditermukan dalam
pemeriksann.

HO ELEMEN TANG DIPERIKSA HKETIDAESESUTAIAN
A | LOHASI DAN LINGEUNGAN FRODUKSI I | MA | 3E | ER
1 Lolkasi dan linglungan IETP tdak terawat, [:]

" | kotor dan berdebu
E. | BANGUNAN DAN FASILITAS MI (| MA | SE | ER
Fuang produlesi sempit, sulcar dibersihkan, damn D
2. | dipunakan untuk memprodulesi produk selain
prmzan




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANLN
REPUBLIE THDONESTA

-3-

PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE
DAN SANITASI

I

SE

Bahan kdmia pencuci tidak ditangani dan
digunnakan sesuaai prosedur, dizimpan di dalam
wadah tanpa label

O

Program higienes dan sanitaci tidak dilakukan
secara bericala

Hewan peliharaan terlihat berkeliaranm di
sekhtar dan di dalam ruang produlcsi pangan.

Sampah di lingiungan dan di ruang produk=i
tidak segera dibuang.

PENYIMPANAN

SE

Bahan pangan, tahan pengemas disimpan
bersama-sama dengan produk akhir dalam
satu ruangan penyimpanan yang keotor, lembab
dan gelap dan diletaklcan di lantad ataz
menempel ke dinding.

Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang
kcotor.

PENGENDALIAN PROSES

]
&

IRTP tidak memilild catatan; menggunakan
bahan balu yang sudah rusak, bahan
berbahaya, dan bahan tambahan pangan
yang tidak sesuai dengan persyaratan

b P hay

ta
o

IRTF tidak mempunyai atan tidak mengikuti
bagan alir produlksi pangan.

IETF tidak menggunakan bahan kkemacan
kKhusus untuk pangan.

BTF tidak diberi penandaan dengan benar

Alat ukur [ tmbangan untuk mangulkur §
menimbang BTP tidak tersedia atau tidak
teliti.

O00|0

PELABRELAN PANGAN

SE

Label]l pangan tidalk mencantumlcan nama

produk, daftar bahan yang digunakan, berat
bersih izl barsih, nama dan alamat IRTP, macza

kedaluwarsa. kode produlsi dan momor P-IET

31.

Label]l mencantumian ldaim kesehatan ataa
Klaim gizi

PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAE

32.

IETF tidak mempunyai penangpung jawab yang
memilili Sertifikat Penyuluhan Keamanan

Pangan (PEF)

Qg0 Of;

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BALAN PERGAWALS GBAT Dah HAKAMAN
REMUBLIK ENDONESTA

e
IETF tidak melalulkan pengawasan internal I:l
33, | secara rutin, termacsuk monitoring dan tindalean
keorelesi
L. | PENARIEAN PRODUK I | MA | SE | ER
34 Pemililk IETF tidak melalmkan penarikan D
" | produk pangan yang tidak aman
M. | PENCATATAN DAN DOEUMENTASI MI | MA | SE | ER
35. | IRTP tidak memiliki dokamen produksi ]
Dokumen produlksi tidak mutakhir, tdak
35 alourat, tdak tertelusur dan tidak disimpamn l::]
" | selamma 2 (dua) kali umur simpan produk
pangan yang diprodulcsi.
N. | PELATIHAN HARVAWAN I | MA | SE | ER
a7 IFTP tidak memiliki programn pelatibhan

keamanan pangan untuk karyawan D

Jumlah Ketidakoecuaian KFRITIS

Jumlah Eetidakcecuaian SEFIUS

Jumlah Estidalkcezuaian MAYORE

Jumlah Keddakoezuaian MINOE

Level IRTP:

Tanda Tangan Pengawas Pangan Eab/Kota dan
Tanggal

Tanda Tangan Pemilik § penanggpungjawab IRTP

dan Tanpeal
Jadwnal Frelousnci Sictern Audit Internsl
E Frelkuansi Audit Jumlah Fenyimpangan (malcsimal)
Internal Miner Mayor Serins | Kritis
Laval 1 | ZSetiap dua bulan 1 1 o o
Level I | S=tiap bulan 1 2-3 o o

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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5=

Jadwal Frelouensi Sistem Audit Internal
Il-;-:[-'l;!l Freknensi Audit Jumlah Penyimpangan [malccimal)
mrermal Miner Mavor Terius | Krits
Level NI | Setiap dua mingga HA* L 1—4 o
Level IV | Setiap hari A HNa =5 =1

*MA= Tidak relevan

Catatan :

# SPP-IRT diberikan apabila IRTF masuk level I - I

s IRTP yang masuk peringkat level I, harus melabulkan audit internal dengamn
freluensi minirnal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan

s IRTP yang masulc peringlat level I, harus melalulcan aedit internal dengamn
freluensi minirmal 1 [satu) kali dalamn 1 [satu) bulan

s IRTP yang masuk peringlat level I, harus melalulan audit internal dengam
frelonensi minimal 1 [satu) kali dalam 2 [dua) minggu

& IRTP yang masuk level [V, harus melakukan audit internal dengan frelossmnsi
setap hari

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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BADAN PESCAWAS OBAT Dud HAKAMAN
REMUBLEK ENDONESTA

Sulb Lampiran 2

FORMULIE
REINCIAN LAPORAN HETIDAESESTATAN

HO

EETIDAE SESTATAN
|PLOE= Problem,
Location , Ohjective

chidence, Reference)

HRITERILIA
HETIDAHSESTAIAN
(Minor, Mayor,
Sernus, Hotis)

BATAS WAKTD
PENYELESALAN
TINDAKAN

PERBAIHAN

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal

Tanda Tangan Pemililc / penangpungiawab IETF dan Tanggal

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BADAN FENGAWAS GBAT DAN HARRN LY

REPUBLLE TN DO HES L8
Sub Lampiran 3
FORMULIE
LAPORAN TINDAEAN EOREESI DAN STATUS
HERITERIA STATUS
HETIDAK SESUTAIAN H_'E;['u[!:f:{"EE- Ises::?-ti.:;dah
[PLOR= Problem, . TINDAEAN .
NO _ \ . |Minmor, Diverifikaszi cleh
Location, Objective PERBAIEAN
MMayor, Pengawas Pangan
efidence, Referencs| :
Serms, Eabupaten |
Hritiz) Hota

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Eota dan Tanggal

Tanda Tangan Pemilik | penangrungiaeab IETP dan Tanggal




8. Foto kegiatan

Gambar 01. Peneliti Bersama Kasie Kefarmasian Dinas Kesehatan

i

Gambar 02. Pemeriksaan Dinas Kesehatan pada Sarana Distribusi

-

Gty

Poguk segarnya
sekarang

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



9.

Hasil Wawancara

SITI INDRIASTUTI, SSi., Apt. (Kasi Kefarmasian)

1.

Bagaimana proses pendaftaran SPP-IRT?

Pertama pemilik usaha datang ke kantor, kebagian perijinan, nanti kita kasih
formulir dan diisi juga melengkapi berkas-berkas persyaratan. Kalau sudah
nanti nunggu untuk penyuluhan pangan.

Apasaja persyaratan yang harus dilengkapi bu?

Macem-macem mbak, ada fotocopy ktp, pas foto, contoh label, ada hasil uji
lab juga, nanti kita kasi lembar persyatarannya.

Bagaimana pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas kesehatan?
Penyuluhan dilakukan setiap tiga bulan sekali, jadi tiap ada yang daftar
nunggu 3 bulan untuk pemenuhan kuota minimal penyuluhan 30 orang.
Dimana pelaksaan penyuluhan dan siapa saja yang menjadi narasumber?
Kalau penyuluhan ya disini mbak, di dinas kesehatan. Untuk
pelaksanaannya dua hari, hari pertama dari Balai POM dan hari kedua dari
dinas kesehatan

Bagaimana cara pihak dinkes menginformasikan kepada pemilik usaha?
Biasanya kita telfon, diformulir kan kita minta kontak pemilik atau
penanggung jawabnya.

Berapa kali dinas kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap IRT dan
bagaimana prosedurnya?

Monitoring IRT Setahun sekali di sarana distribusi, misalnya pasar
tradisional atau modern dll. Kecuali kalau ada kasus luar biasa, baru

langsung ke industri rumah tangga karena tidak memunkinkan dan



membutuhkan lebih banyak materi dan tenaga. Untuk pemeriksaan, lebih ke
produknya

7. Bagaimana cara memperbarui SPP-IRT?
Pertama, pemilik atau penanggung jawab usaha dating ke kantor untuk
mengajukan permohonan pendaftaran. Selanjutnya pemilik usaha mengisi
formulir yang disediakan dinas kesehatan. Setelah berkas permohonan
lengkap kemudian kita kunjungan ke lapangan, nanti dilampiri hasil uji lab.
Untuk pembaruan kita tetep kunjungan lagi ke lapangan. Karena kan bisa
saja setelah lima tahun pemeriksaan bisa saja ada peningkatan atau
penurunan misalnya sarana produksi kotor dll.

8. Formulir permohonan ijin IRT dan pembaruan apakah sama?
Sama mbak

9. Berarti untuk pembaruan ijin IRT sama seperti mandaftarkan lagi?
lya, kayak bikin baru lagi. Tapi ndak perlu ikut PKP, karena dilakukan

sekali seumur hidup kecuali kalau dialihkan ke anaknya misalnya.

YAYUK ANA ( staff)
1. Terkait persyaratan melampirkan hasil lab, bagaimana jika suatu IRT tidak
memilikinya? Apakah ada bantuan dari Dinas Kesehatan?
Untuk pemilik usaha yang misal tidak punya, nanti bisa kita periksakan di
sini (Dinas Kesehatan) kita ada laboraturium untuk cek ini. Tapi kalau misal
sudah punya ya boleh dilampirkan
2. Jika seperti itu, lalu kapan pemilik usaha menyerahkan sampel untuk

diperiksa?



Sample diambil ketika daftar ulang. Jadi sebelum PKP (Penyuluhan
Keamanan Pangan) itu ada daftar ulang biasanya satu minggu sebelum
pelaksanaan. Jadi pemilik usaha membawa saple produk untuk diuji lab,
kalau sudah punya hasil lab ya itu yang dibawa

Kapan Dinas Kesehatan melakukan kunjuangan ke IRT?

Biasanya dilakukan setelah kita PKP (penyuluhan keamanan pangan)
biasanya 4 kali setahun, untuk tahun ini bulan maret juni September dan
November kalau tahun kemarin ya beda lagi, jadi tiap tiga bulan sekali kita
turun ke lapangan.

Berapa orang untuk pemeriksaan di lapangan?

4 orang, saya sama staff. Kadang juga kita minta tolong ke puskesmas kalau
dekat dengan puskesmas

Bagaimana jika ada penurunan pada pemeriksaan?

Kita kasih waktu untuk perbaiki dulu, baru kita berikan sertifikatnya.
Karena kadang kalo industri yang sudah bersar sanitasi dan hieginisnya
tidak diperhatikan.

. Setelah IRT memperbaiki apakah dilakukan pemeriksaan lagi?

Tidak mbak, cara melaporkannya hanya difoto dan dikirim ke kita. jadi lebih

efisien waktu dan tenaga juga.



ARIS DERMAWAN (staff)

1.

Pemilik usaha yang belum memberikan hasil lab apakah SPP-IRTnya
ditunda?

Pelampirannya bisa menyusul dan biasanya emang gitu, meskipun sudah
selesai pemeriksaan di lapangan kalau misal hasilnya belum jadi ya kita
nunggu baru ijin bisa diberikan

Biasanya SPP-IRT berapa hari jadi pak?

Tergntung uji lab. kalo itu jadi ya kurang lebih dua hari slesai. karna
biasanya hasil uji lab jadi antara dua minggu sampai satu bulan baru jadi
Berapa lama masa berlaku sertifikat industri rumah tangga?

5 tahun mbak, di setifikat nya nanti ada tulisan masa berakhirnya

Setelah masa berlaku SPP-IRT suatu industri habis, apakah dinas kesehatan
mengetahuinya?

Ya tidak bisa, dinas kesehatan cuman memberikan ijin produk pangan tadi,
tapi tidak sampai secara detail mana yang sudah 5 tahun mana yang masih
berlaku. Kalau untuk pendaftaran ulang ya itu tergantung sama pemiliknya,
nanti kan ada masa berlakunya sampai tahun berapa di sertifikatnya itu.
Apabila SPP-IRT tidak diperpangjang, apa konsekuensi yang harus dijalani
oleh pemilik usaha?

Kalau misal tidak ada ijin P-IRT ya termasuk pelanggaran. Tapi pihak dinas
kesehatan tidak bisa sampai detail mengelompokkan yang sudah lewat
masanya atau tidak, karena terbatas dengan jumlah tenaga. Sebenarnya
kalau sudah tidak berlaku ya tidak boleh berproduksi. Tapi kalau untuk

pelanggaran kita belum bisa, karena bukan institusi yang bertugas dalam



penegakan hukum. Biasanya dari kepolisian. Kalau ada yang sudah mati ada
yang lapor. Kemudian nanti kita telfon.

. Kalo misal ada kejadian keracunan, tanggung jawab dinas?

Dinas kesehatan kan lembaga yang ikut menanungi industri jadi kalua misal
ada kejadian luar biasa misalnya keracunan yang diakibatkan oleh produk
makanan olahan yang telah mendapat ijin edar atau yang namanya SPP-IRT
dari kami, kami juga ikut tanggung jawab. Bentuknya pertanggung
jawabannya ya ijin kita cabut.

. Selama bapak bertugas, apakah pernah terjadi pencabutan ijin? Dan
bagaimana caranya?

Untuk saat ini belum pernah terjadi mbak.
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